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Abstrak
 

Penelitian ini membahas menganalisa penyelesaian sengketa tanah wakaf dari Putusan Nomor

40/Pdt.G/2018/PN.Mll sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia.

Sengketa yang terjadi dalam putusan ini adalah dimana tanah hak milik dengan sertipikat Nomor 04629 atas

nama Gusti Adi Wirawan sebagai Penggugat, diatasnya terdapat overlapping atau tumpang tindih tanah

wakaf dengan sertipikat Nomor 337 tahun 1993. Permasalahan dalam tulisan ini mengenai perlindungan

hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap adanya kasus tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah

pada suatu bidang tanah dan implikasi hukum atas tukar menukar (ruislag) tanah wakaf dalam Putusan

Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mll yang ternyata objek bidang tanahnya tumpang tindih. Dalam membahas

permasalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan yang mengacu pada asas-

asas hukum yang berlaku, bersifat ekspalanatoris, dan menghasilkan analisa kualitatif terhadap masalah

tersebut. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada

umumnya tumpang tindih hak atas tanah disebabkan oleh unsur kesengajaan, ketidaksengajaan, dan

kesalahan administrasi. Pada kasus ini, tampaknya telah terjadi ketidaktelitian oleh pihak BPN sehingga

terjadi tumpang tindih hak atas tanah. Faktor-faktor penyebab terjadinya tumpang tindih (overlapping)

kepemilikan tanah bersertifikat yaitu adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu

Timur yang belum pernah melakukan pengukuran pengembalian batas atas Sertifikat Hak Milik Nomor 337

tahun 1993 (wakaf) (bukti T-1 dan T.T-4) dengan menggunakan metode yang sama atas Sertifkat Hak Milik

Nomor 04629 (bukti P-1 dan P-5) sehingga tidak dapat diperbandingkan secara objektif dan berimbang

terhadap letakdari kedua sertifikat tersebut, dan faktor lain juga dapat disebabkan oleh karena adanya

penelantaran tanah oleh Penggugat yang mana pada saat terjadi pengukuran untuk sertipikat wakaf,

Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah wakaf seharusnya ada dalam proses

pengukuran batas-batas tersebut agar terpenuhi syarat sesuai perundang-undangan. Sehingga pada saat

proses sertipikat selesai ada pihak yang dirugikan dengan timbulnya dua alas hak diatas objek yang sama

......This study discusses analyzing the settlement of waqf land disputes from Decision Number

40/Pdt.G/2018/PN.Mll in accordance with the laws and regulations on waqf in Indonesia. The dispute that

occurred in this decision is where the land is owned by certificate Number 04629 in the name of Gusti Adi

Wirawan as the Plaintiff, above which there is overlapping or overlapping of waqf land with certificate

Number 337 of 1993. The problem in this paper is regarding legal protection for holders of land rights

against the case of overlapping ownership of land rights in a plot of land and the legal implications of the

exchange (ruislag) of waqf land in Decision Number 40/Pdt.G/2018/PN.Mll which turns out to be an

overlapping land. In discussing these problems, the author uses a library research method that refers to

applicable legal principles, is explanatory, and produces a qualitative analysis of the problem. The data

analysis was done prescriptively. The author concludes that in general, overlapping land rights are caused by
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elements of intentional, unintentional, and administrative errors. In this case, it seems that there has been

inaccuracy on the part of the BPN, resulting in overlapping land rights. Factors causing overlapping

ownership of certified land, namely an error from the Land Office of East Luwu Regency which has never

measured the return on the upper limit of Ownership Certificate Number 337 of 1993 (waqf) (exhibit T-1

and TT-4) by using the same method for the Certificate of Ownership Number 04629 (exhibits P-1 and P-5)

so that it cannot be compared objectively and in a balanced manner with respect to the location of the two

certificates, and other factors can also be caused by neglect of land by the Plaintiff who where at the time of

the measurement for the waqf certificate, the Plaintiff as the owner of the right to the land bordering the

waqf land should be in the process of measuring the boundaries in order to fulfill the requirements according

to the legislation. So that when the certificate process is complete, there are parties who are harmed by the

emergence of two rights over the same object.


